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BAB I
PENGERTIAN HUKUM

A ISTILAH DAN DEFINISI HUKUM

[sl:iiah “hukum” di Indonesia berasal dari bahasa arah “gonun” atay
el atay “hukm” yang mempunyai arti hukum, Secara etimologi,
BRI hukum dalam bahasq Inggris "law’, dalam bahasa Belanda dan
(e “recht”, dalam bahasa Perancis “droie"

Apakah hukum itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, banyak
Wmmusan atau definisi yang diketengahkan, dan antara definisi yang
e dengan definisi Yang lain berbeda-beda. Banyaknya jawaban
SeRadap pertanyaan di atas disebabkan oleh sangat luasnya lapangan

um. Hingga sekarang belum ada suaty fumusan bagi hukum yang

diterima oleh semua pihak. Memang untuk membuat suaty
(definisi) orang mengalami kesukaran-kesukaran Hukum itu

1a dalam kehidupan masyarakat yang

spek. Oleh karena itu, memahami

dan intisari hukum dipandang perlu. Dengan perkataan lain,
banya menghafalkan batasan-batasan hukum yang beragam ity
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Sebagaimana dikatakan di atas, hukum (dan juga kaidah-kaidah
lainnya) hanya terdapat dalam kehidupan manusia. Hal demikian
mengisyaratkan bahwa tidak ada hukum jika di tempat tertentu tidak
ada manusia, Berdasarkan jalan pikiran tersebut, berlaku adagium yang
mengatakan : ada hukum ada masyarakat — ubi s ubt societas.

Di tengah-tengah gurun sahara yang tidak ada manusia tidak
mungkin ada hukum. Karena manusia hidup bermasyarakat (harus
bergaul dengan manusia lainnya), maka apabila di suatu tempat hanya
dihuni oleh satu orang manusia, maka di situ tidak diperlukan adanya
hukum. Masyarakat, bagaimanapun sederhananya, telah memiliki
hukum. Setiap bangsa di dunia mempunyai hukum, sekalipun antara
hukum bangsa yang satu dengan bangsa yang lain belum tentu sama,
karena hukum mempunyai kaitan yang erat dengan perkembangan dan
kemajuan suatu bangsa.

Masyarakat yang primitif, akan sederhana pula hukumnya.
Demikian pula sebaliknya, masyarakat yang modern akan mempunyai
hukum yang kompleks. Artinya, kebudayaan suatu bangsa akan
mempunyai pengaruh terhadap hukum yang berlaku pada bangsa
tersebut. Bangsa yang mempunyai banyak kontak dengan bangsa lain
mengakibatkan banyak percampuran di dalam kebudayaan, dan berarti
terjadinya percampuran hukum dari bangsa-bangsa tersebut. Negara
yang dijajah akan menerima kebudayaan Negara yang menjajah, baik
sedikit maupun banyak. Oleh karena itu, langsung ataupun ndak
langsung, penerimaan (receptie) hukum dapat terjadi. Sebagai contoh,
ketika bangsa Romawi berkuasa di Eropa, mereka membawa serta
memasukkan kebudayaan Romawi ke negara-negara yang
ditaklukannya, dan berlakulah hukum Romawi di negara-negara koloni
tersebut.

Ketika Napoleon Bonaparte berada dalam puncak kejayaannyd,
Perancis menguasai Eropa. negara-negara Eropa yang ditaklukkan
Perancis serta merta memberlakukan hukum Perancis, baik secara

sukarela maupun terpaksa, sesudah kejayaan Perancis memudar, sisa-

2‘ Dr. Rudyanti Dorolea Tobing, S.H MK



Bab I: PENGERTIAN HUKUM é

s kebudayaan masih tetap berlaku, bahkan sebagian telah menjadi
Sedaya negara-negara taklukannya itu, termasuk hukumnya. Code Cruil
8 du Commerce dan Code Penal sampai sekarang masih berpengaruh
Serhadap hukum-hukum di Negara Eropa, termasuk Belanda. Oleh
Rarena itu ketika Belanda menjajah Indonesia, code-code tersebut
#engarubnya dirasakan pula di Indonesia. Contoh-contoh tersebut di
#txs. dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum dan masyarakat erat
Bsbungannya dan tidak dapat dipisahkan satu sama Jain, Perkembangan
Bekum senantiasa selaras dengan perkembangan dan kemajuan

- masyarakat. Dengan demikian, terdapat paralelisme antara hukum dan
masyarakat,

Menurut pendapat Mazhab sejarah dari F.C. von Savigny, tiap
“Sskum ditentukan oleh wakty, tempat dan kondisi masyarakat. Pendapat
‘S=rsebut berbeda dengan pendapat dari ajaran hukum alam yang
~menyatakan bahwa hukum sama saja di manapun dan kapan pun, tidak
;hglntung kepada pandangan-pandangan manusia, dan ia lebih

sespurna daripada hukum positif. Hukum bertujuan mengatur tata

==nbh masyarakat. Agar tujuan hukum tersebut dapat terwujud, maka

Bukum menentukan horma-norma yang berisi perintah dan larangan,

h harus dipatuhi oleh setiap orang. Oleh karena itu, pelaksanaan

Sekum dapat dipaksakan. Paksaan seperti ini merupakan ciri khas

um, jika dibandingkan dengan norma-norma lainnya. Selain itu,

m pun menentukan bermacam-macam petunjuk tentang hubungan

manusia yang satu dengan yang lain di dalam pergaulan hidup.

ainya, larangan membunuh, larangan mencuri, perintah membayar
dan sebagainya.

Beberapa sarjana mengemukakan definisi hukum sebagai berikut -

Menurut Thomas Hobbes, Hukum adalah kebebasan untuk
melakukan sesuaty,

Menurut Lerminier, Hukum adalah keseluruhan hubungan antara
mereka yang kemudian menimbulkan/ menciptakan kewajiban, Jadi
tap orang harus menghormati hak milik orang lain.

B Busvant Dorotea Tobing, S.H., MH
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3. Menurut Lang, Hukum adalah kompleks peraturan yan‘:]_-;JI:a:::
| ditaati oleh orang-orang yang hidup dalam masyarakat. Deng
demikian termasuk pula di dalamnya norma-norma agami. .
4. Menurut John Austin, Law t the aggregate of : rules recognized .m_
g acted on by courts of justice. (Hukum adalah Iumpunanl p:-rlat;r:ir:n
p-eralurnnv yang diakui oleh pengadilan, dan atas .da“r |t1'||:L ah a“ih
bertindak). Rumusan ini pun tidak tepat karena [_11 luar hu Iumdm. B
ada norma-norma lainnya yang dipakai oleh hakim sebagai pedom
::Z::rm Victor Hugp, Le droit c'est le Juste et le vrai (1 ]uhm;-l P:d.ﬂ]a_l.l
keadilan dan kebenaran). Definisi inipun kurang dapat diterima,

karena hukum belum tentu adil dan benar.

e

& Menurut Van Kan, hukum adalah peraturanapizrntumn ﬁng bersifat
- memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang
lam masyarakat.

7. iL:’iul Sr.h-:ﬂ:;n dalam bukunya “algemeen deel’ mcn}*a_tak:lmkhak;“;z
hukum itu suatu petunjuk tentang apa yang Ia_:.ralchd:k.erlja an aj
yi tidak adil, jadi hukum itu bersifat suatu perintah. | "

§. Menurut wirjono prodjodikoro, hukum adalah scbnpj'a:}ranigq:;t

- peraturan-peraturarn mengenai tingkah laku orang sebagai s
ota masyarakat,

9 :\:ffurut M:;hlar Kusumaatmadja , hukum adalah keseluru‘t?:n

| asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manus:I ;

10. Menurut Sudikno Mertokusumo h:kl:;“i a:::::h k;:;'lr:r;u:t:

' aturan-peraturan atau kaedah-

::l:::;i: Ilj::':::na: kI:seluruhan peraturan tentang tingkahdial;t:

yang berlaku dalam suatu lehidupan bersalm, yang dap

:]'Lpﬂ'lisnhun pelaksanaannya dengan suatu sanksi. .
1 1. Menurat JCT Simorangkir hukum ialah peraturun-pvratu.ltan :: :ﬁ

bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dala

lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang
I Il,_ 1 a5 ) 3
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berwajib. pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi

berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman yang
tertentu.

12. Menurut Soerojo Wignjodipuro hukum adalah himpunan peraturan-
peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah,
larangan atau perizinan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu

serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan
bermasyarakat

Ada sebuah definisi yang lebih dapat diterima sebagai rumusan

hukum, yaitu yang dikemukakan oleh Suyling, sebagai berikut : Hukum
adalah keseluruhan daripada Segenap peraturan mengenai perikelakuan
manusia yang mengikat dan yang ditetapkan atau diakui oleh
pemerintah. Walaupun definisi ini agak len

ghkap, namun juga tidak lepas
dari kekurangan-

kekurangannya, Misalnya, tidaklah hukum adat Juga
dilindungi oleh pemerintah, sedanglkan hal itu tidak ditetapkan oleh

pemerintah. Jadi kesimpulannya hingga sekarang belum ada rumusan
hukum yang memuaskan,

Dari berbagai definisi yang ada,

kiranya dapat disimpulkan bahwa
hukum

adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum, yang
mengatur hubungan antara manusia dalam kehidu

d

pan bermasyarakat,
apat dijatuhi sanksi
atau oleh pihak yang hak-

an harangsiapa yang melanggar norma hukum d
atau dituntut oleh pihak yang berwenang
haknya dirugikan.

. PERISTIWA HUKUM (RECHTSFEIT)

Peristiwa hulkum (Rechisfeif) adalah peristiwa yang diakui dan diatur
eristiwa hukum dapat memberi akibt htitkum,
upakan akibat yang mengandung hak-hak dan kewajiban
Sejauh mana akibat tersebut mengandung hak-hak dai
tergantung dari norma-norma hukum ¥
Wukum (rechtsfeit) dapat terpadi

i dalam hukum. P

Aldbat
hulium mer

1 kewajiban,

ang bersangkutan. Peristiwa
karena beberapa hal yaitu

Dr. Rudyanti Dorolas Tabing S0 &2
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Situasi khusus, misalnya penyakit jiwa, seseorang yang menderita

sakit jiwa akan kehilangan hak-haknya, jadi me-nimhullkan akibat
hukum, Maka untuk orang itu diadakan perw alian, “m“:ﬁf oTang
itu ditempatkan di bawah perwalian (curatele). Ada m_-ang lain .}'ang
ditunjuk untuk mewakili tindakan-tindakannya y_ang juga bertindak
sebapai pengawas terhadap tindakan-tindakan itu.

Hal-hal di luar tindakan manusia (karena alam), mntnhnlya- hau]‘ir:
gempa bumi, kebakaran dan sebagainya. Ferisnwa-pefl'stma ini
kesemuanya menimbulkan akibat hukum yaitu para pemilik b?rang
yang diasuransikan dan menderita kerugian berhak meng‘a_}u?c‘an
claim (tuntutan) kepada perusahaan asuransi menurut perjanjian
yang telah dibuat. .

Peristiwa jasmaniah, contoh kelahiran, kematian. Jﬂ-ula ada scman
bayi lahir, maka timbulah hak dan kewajiban bagi n.t_'angtuan}a
(hak mendidik dan memelihara disamping bcrkewajlhan: unfuk
melindungi/menjaga kesehatannya, memberi makan dan lain-lain).
Jika ada seorang yang meninggal dunia, maka anr!k yang
ditingalkannya berhak menjadi ahli waris disamping ada
kewajibannya untuk memakamkan dan membayar hutang-
hutangny4.

Perbuatan melawan hukum (enrechtmatigedaad), contoh jika scul-urang_
merusakan benda orang lain, maka ia berkewajiban memben ganti

ili i ti rugi tersebut.
rugi. Si pemilik mempunyai hak untuk menuntut ganti Tug

Tindakan yang diperbolehkan oleh hukum (rechtmatigedaad). Contoh

jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Si penjual mumf:unyai hak
untuk menerima uang harga penjualan, tetapi b::rlcewajlb?n untuk
menyerahkan barangnya. Demikian pula si pembeli hEl‘i'-lak
menerima barang dan berkewajiban menyerahkan uang pembelian.

M Burvant] mnlu'l‘uhi;n. SH, MH.
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C. SUMBER-SUMBER HUKUM

Sumber hukum adalah asal mulanya hukum, segala sesuatu yang
dapat menimbulkan aturan-aturan hukum sehingga mempunyai
kekuatan mengikat. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-
faktor yang mempengaruhi terhadap timbulnya hukum, darimana
hukum ditemukan atau darimana berasalnya isi norma hukum. Sumber
hukum pada hakekatnya dapat dibedakan 2 (dua) macam yaitu sumber
hukum materiel dan sumber hukum formal.

Pengertian sumber hukum materiel adalah kesadaran hukum yang
ditemukan dalam kesadaran masyarakat tentang sesuatu yang dianggap
sebagai yang seharusnya atau sepantasnya. Ada dua faktor yang

menentukan isi hukum tersebut yaitu faktor ideal dan faktor-faktor
kemasyarakatan.

1. Faktor Ideal

Faktor ideal adalah pedoman-pedoman yang tetap tentang keadilan
yang harus ditaati oleh pembentuk undang-undang atau lembaga
pembentuk hukum lainnya di dalam menjalankan tugas-tugasnya,
yaitu tugas pembentukkan hukum. Faktor ideal merupakan tujuan
langsung dari peraturan-peraturan hukum, dimana tujuan langsung
ini tunduk kepada tujuan akhir dari hukum, yaitu kesejahteraan
umum.

Faktor-faktor kemasyarakatan

Faktor-faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang nyata hidup
dalam masyarakat itu sendiri dan tunduk pada aturan-aturan tata
kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Hal ini akan menjadi
pedoman bagi pembuatan hukum oleh pembentuk hukum, sebagai
pedoman tetap tentang keadilan. Ketika suatu pembentukan hukum
terjadi oleh lembaga resmi negara, maka sepantasnya harus

berangkat dari kesadaran yang hidup dalam masyarakat, yaitu
tentang sesuatu yang adil dan pantas.

Pt i chenndl Massies Toldaa ® b S8 0 I
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Sumber Hukum Formal adalah tempat dimana dapat ditemukan
atau diperoleh aturan-aturan hukum yang berlaku yang mempunyai
kekuatan mengikat masyarakat dan pemerintah, sehingga ditaati.
Sumber Hukum Formal menurut E. Utrecht adalah hal yang hersangkut
paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukan dari undang-
undang yang menjadi tugas dari lembaga legislatif. Dengan demikian,
menunjuk pada tempat dan proses dibuatnya suatu peraturan
perundang-undangan,

Bentuk sumber hukum formal adalah Undang-Undang {statute);
Kebiasaan (custom); Keputusan-keputusan hakim (Yurisprudensi);
Traktat ( Treaty), dan pendapat sarjana hukum (doktrin),

Undang-Undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa
negara. Menurut Buys, UU mempunyai dua arti yaitu (1) dalam arti
formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan UL yang
karena cara pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama
parlemen ; (2) Dalam arti materiel, adalah setiap keputusan pemerintah
yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.’

Kebiasaan (custom) adalah adalah perbuatan manusia yang terus
dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan
tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulung-
ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan
dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran hukum. Dengan
demikian, timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup

dipandang sebagai hukum.*

Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti
dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim yang lain mengenai masalah
yang sama,. Pasal 22 AB menyatakan bahwa hakim yang menolak untuk

menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan

' Yulies Tiena Masriani, Pesganter Hiikum Indonesia, {Jakartn: Sinar Girafika, S004),

Wil 14
* Ml Whm. 15
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perundangan yang bersangkutan tidak menyebutkan

i tidak jelas atau
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dr:n fang sesuatu hal, maka mereka itu mengadakan perjanjian. Akib
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A. Pengertian dan Fungsi Asas Hukum

D bidang hukum (terutama hukum perdata atau hukum privat),
sebagaimana dikemukakan oleh Paul Scholten dalam algemeen deelnya
yang terkenal,' asas hukum (rechisbeginselen) adalah penting untuk dapat
melihat jalur “benang merah”™ dari sistem hukum positif yang ditelusuri
ian diteliti. 1a mengatakan, melalui konstruksi dengan cara mempunyai
ruang lingkup atau tujuan yang umum, maka dapat dicari apa yang
menjadi raffo legit atau tujuan umum aturan-aturan tersebut? Pada
dasarnya asas hukum merupakan aturan dasar yang bersifat abstrak

dan pada umumnya asas hukum tersebut melatar belakangi peraturan

" Paul Scholten, Handleiding Tot de Beofening van het Nederlandich Burgerlijh Heclie,
Hgemeen Deel (Zwolle: Tjeen Willink, 1854), hlm. 84 Dalam A. Hamid S, Attamimi, Peranan

Neputuian Presiden Republik Indonesia Dalam Pruyelenggaraan Pemerintahan Negara,
IMucrtasi Program Doktor Hrmo Hakom Pascasarjunu Universitas Indonesia, 1990, him
v, Dalam Saeful Aschar, Perlindungan Hukum Untuk Pekerfa Perempian Ditlarm Hubungan
fnddwatysai, Disertasi Program Dektor Hmu Hulum Falultas Hokum Universitas Brawijays
Malang, 2011, him. 194

* N
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kenkret dan pelaksanaan hukum itu sendiri® Kata asas dan beginselen
mempunyai arti yang sama atau sejajar, menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia asas mempunyai arti, sebagai: 1) dasar {sesuatu) yang menjadi

tumpuan; 2) dasar cita-cita; dan $) hukum dasar.*Asas adalah asas

(kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir)’, beginselen berasal dari

kata begin (permulaan awal).” Rata asas merupakan kata serapan berasal

dari bahasa Inggris “principle’. Dalam bahasa Indonesia kata asas

bersinonim dengan kata “asas” dan kata "dasar™’ Sementara itu kata

“principle’ sendiri berasal dari bahasa latin “principium’ yang merupakan
paduan kata “primus” yang bermakna pertama dan “capere” yang
bermakna mengambil atau meletakkan sesuatu sebagai hal pertama,
awal mula, pangkal pokok, asas, dasar, fondasi.”

Dalam Black’s Law Dictionary kata principle diartikan sebagat "a basic
rule, law, or doctrine”® Sedangkan Ozford Advance Learner's Dictionary
memberikan definisi principle “A Basic general truth that is the Jfoundation
of something, eg. subject or a system of moral behaviar” (suatu kebenaran
umum yang mendasar yang menjadi dasar dari sesuatu, seperti subyek

atau sistem perilaku moral)."® Dari kajian filsafat, asas dapat diartikan

Asas Hubum”, http:/

* Artikel Ujungpanghah Pos, “Ujungpanghkah Semakin Terdepan,
n Saeful

Swww.rangerwhiteos-artikel-blogspot.com/20 10/05/ asas-hukum. html dalar
Aschar, Thid.

+ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Beiar Bahasa Indonesta,
(¥akarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2003}, hlm. 70,

! Ibid., him. 856,

* Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, {Semarang;: Anelea Tmu, 1977), him. 113

" Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bevar Bahasa Indonesia, (lakarta
Balai Pustaka, 1990), him. 701. Dalam Ahdul Rachmad Budiono, Pertindungan Fukum
Untuk Pekersa Anak, Disertasi Program Doktor Tlmu Hubkum Pascasarjana Universitas

Airlangga Surabaya, 2007, hitm. 35.

+ Mahadi dalam M. Laica Marzuki, Siri Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-
Makasar (Sebuak Telaah Filiafa Hukum), (Makassar: Hasanuddin University Press, 1995},
Ll 144, Dalam Lalu Husni, Penempatan dan Perlindungan Hukum Terhadafp Tenaga
Kirja Indonesia Yang Bekerja di Luar Negeri, Disertasi Program Dolitor [lmu Hukum

Fukultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2009, him. 125,

" Bryan K. Garner (ed), Blacks low Dictionary, [Thomson West, Eight Edition, 2004},

Wi, 1088, Dalam Saeful Aschar, Op.Cit, hlm, 195,

* Hornhy, Oxford Advanced Learner's Dictionary, (Oxford University, Fifth Edition,

1A, hilin, 919, Dalam Sacful Anchar, fd,

™ Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, 5 H., MH.

sehagai berikut;

L. Sumber atau asal-usul sesuatu;

2. Sebab yang paling dasar;

8. Suatu-kl_emumpunn atau anugerah asli. Dalam ketiga arti yang per-
tama inl, suatu asas biasanya dipikirkan sehagai pembawaan lahir,

h‘-‘rsifat P{:rmanen I'.I dr. :
e an ditemukan sebagai pelaku dalam hal-hal

+. Peraturan atau dasar bagi tindakan SESEOTANE;

-

Suatu pernyataan umum (hukum, peraturan, atay kebenaran) yan

berfungsi sebagai dasar untuk menjelaskan gejala-gejala Dainmy:rf
yang keempat dan kelima, kata-kata peraturan hukll.ll'rl -d,an huk I
sering digunakan sebagai ganti asas; 57

P : i Lol
5. Unsur dasar, ide pembimbing, aturan dasar bertinglkah laku,"

T i [
ht: Liang Gie berpendapat bahwa asas adalah suatu dalil umum
::ng dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara
1isus mengenai pelaksanaanya, yang diterapkan pada serangkaian

i T :
perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. "

! (jmrge W. Paton berpendapat bahwa * 4 principle is the broad reason,
(] o5 :
which lies at the base of rule of law” {suatu asas adalah suatu alam pikiran

ang dirumus ;
Yang muskan secara luas dan yang melandasi adanya suatu norma

lllliﬂl["}. »1‘1_"]:311""“1}-‘3 dﬂ{ﬂtﬂkan hﬂh"ﬂ'ﬂ"ﬂ 'fhmugf: the medium Efp'.l I‘ﬂf'fflfﬂ
T ! il & & ) I
I“ﬂ i g T e f.f Y i f (! ] 'y tri i
ot drate nowrishm rom the views of the commu ty, for the rats legis

1 the unde and, in deducting from it a particular rule regard may be paid to

the circumstance to which the rule is to be apllied” (melalui perantaraan asas,

| : : ;

Iull-:-um l.]il]'llat dikembangkan dari pandangan masyarakat, karena ratio
rFisnva sif; :

egisnya sifatnya luas, dan dalam menyimpulkan suatu peraturan

khusus, dapat dianggap memperhatikan keadaan-keadaan yang menjadi

o " - p
Dulkre I.‘:::: ::7';{--“!"L f;":'m f'u'.h_:ﬁlr. (fabarta: PT. Gramedia Pustaka, 2005, Klm. 891-5oe
T “pa ; erencian dan Penormaan Asas-atis Llimeeerm Pm.-rmm:ﬁau yirngr Bak
it LT ‘lnkl'nr “m”H“k“mFr““’“"""‘.i'""l-'ili'r'i'rma.u\;riun 21:' i:'.ii' th,
e Liang Gle, Teors-Teord Keadilan, (Yog yakarty: Penerbit H‘u;ﬁ-&m‘llj;l hjml i
: # | ' ik him, &

N bt Flassies Fabiae @i oan 1

|
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dasar penerapan peraturan tersebut)."

Mempelajari filsafat hukum adalah melakukan study terhadap
dan mendalam. Berfilsafat hukum berarti
fat hukum.

hukum secara menyeluruh
melakukan anatomi terhadap hukum sebagai objek filsa
Dalam melakukan anatomi terhadap hukum, maka akan hertcm_u
dengan salah satunya yang disebut dengan asas hukum.LFada I:zams
(landasan) suatu sistem kaidah/norma hukum terdapat kaidah-kaidah

penilaian yang fundamental, yang dinamakan asas-asas hukum. Secara

gramatikal asas sering dipadankan dengan “alas”atau “landasan”, Makna

asas menurut Poerwadarminta adalah kebenaran yang menjadi

tumpuan berpikir atau berpendapat.'

Apabila kata asas digabungkan dengan kata hukum, yakni menjadi

asas hukum, maka maknanya adalah kebenaran yang digunakan
sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam

penegakan dan pelaksanaan hukum. '* Pemaknaan sederhana terhadap

asas hukum tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa asas

merupakan landasan atau dasar segala sesuatu yang berkaitan
maupun

hukum ‘
dengan hukum, baik ia merupakan materi, penegakan,
pelaksanaannya.'

Gagasan tentang asas hukum sebagai kaidah penilaian fundamental

suatu sistem hukum banyak ditemukan dalam karya-karya para
erilan

dalam
teoritisi hukum. Paul Scholten, misalnya menguraikan (memb

definisi) asas hukum sebagai (grondgedachten, die tun en achter leder tn
wetvoorschriften en rechterlijke wrtpraken belichaamd rechssysteem liggen,
waarvan de bijzondere bepalingen en beslissingen als witwerkingen kunnen

worden gadacht) : “Pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di

i* George W, Paton, A Text Book of Jurisprudence, (London: Oxford University

Press, 1968), hlm 176 dalam Lalu Husni, OpCik, him. 129.

i a: Penerbit Balai Pustaka,
1 Poerwadi mirts, Kemas Usm Bahasa Indonesin, (Jakarta: Penerbit Halai Pustaka

ja%a), him. 61
i ohammad Daud Als,

i By, blim, 113
i Abdul Hachimad Budiono, Pengontar Tims Hukum,

Asas-aias Hukwm Islam, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers,

s, Bl po

(Malang: Penerhit Hayumedia,

belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam
aturan perundang-undangan dan putusan-putu

berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan ke

aturan-
san hakim, yang
] . putusan-keputusan
individual dapat dipandang sebagi penjabarannya”, "

Dari definisi Scholten di atas, terlihat hahwa asas-asas hukum

. ; rmasuk ke dalam
sistem hukum, tetapi sebhagian lainnya tetap berada di

hal ini pikiran Scholten terarah pada siste
ganda dari asas hukum be
berkaitan de

mewujudkan sejenis sistem sendiri yang sebagian te

luarnya. Dalam
m hukum positif. Peranan
rkenaan dengan sistem hukum positif itu

ngan sifat (karakter) khas atas hukum sebagai kaidah

penilaian | warrderingsnomen). Asas hukum mengungkapkan nilai yang

harus diperjuangkan untuk mewujudkannya,
sebagian saja dapat direalisasikan dalam huku
hukum itu berada di dalam sistem tersebut, Sejauh nilai suatu asas

hukum itu diwujudkan dalam kaidah hulkum dan sistem
maka asas hukum berada di be

tetapi yang hanya
m positif, maka asas

hukum positif,

lakangnya. Fungsi asas hukum adalah

merealisasikan ukuran nilai ity sebanyak mungkin dalam kaidah-kaidah

dan hukum positif dan penerapannya.’®
Sudiknoe Mertokusumo mengemukakan bahwa asas hukum

bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan me

. rupakan pikiran dasar
yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari
konkrit yang terdapat dalam dan dj belakang setiap

terjelma dalam peraturan perundang-

peraturan
sistem hukum yang

undangan dan putusan hakim

yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari

sifat-sifat umum dari peraturan yang konkrit tersebut. Jadi asas hukum
sehagai pikiran dasar peraturan konkrit pada umumnya bukan tersurat
melainkan tersirat dalam kaidah atau peraturan hukum konkrit.'

—_—
"' Paul Scholten dalam 1. H. Bruggink dialik bahsakan ole
'i‘ml-::r_::;ﬁﬁuhm,{ﬁnndulig: PT Citra Aditya Bakti, 1996), him.

. " Sudikno Mertokusumao, Penemican Hukum Seh
Kdisl Kedua, Cetakan Kedua, 2001), blm, 5 Dalam

h Arief Sidharta, Refleksi
118=-120.

uih Pemgantar, (Yogyakarta: Libert ¥,
Dani Elpah, Op.Ct, htm. 50,

P it i -
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i finisi

Secara doktrin banyak ahli hukum yang memberikan de :n.
tentang asas hukum, definisi-definisi tersebut saling melengkapi,
I:r:npi'i?si definisi asas hukum dilakukan oleh Sudikno Mertokusumo

0
dapat para
dengan mengemukakan pen

Bellefroid, mengatakan bahwa asas hukum umum adalah :m;ma
1- : T “ m

dasar yang dijabarkan dari hukum positif yang oleh ilmu huku

I Asas
i i : i aturar-aturan yang lebih umum.
Sorihi i dapan hulkum positif dalam

sarjana diantaranya adalah :

hukum umum itu merupakan pengen
masyarakat.

u
van Elkema Homes, mengamkan bahwa asas hukum u.m -
i norma-norma hukum konkrit, akan tetap

m itu tidak

leh dianggap sebagai : .
o ‘I} &ipafdiang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk
PE!‘ u

bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu
agi

lain asas
berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata

| tukan
hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentu

hukum positif. =
Van der Velden, mengatakan bahwa asas hukum adalah tipe puim%arf
gllhindmtini pat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai

tertentu yang da pedoman berperilaku. Asas hukum

1 bagai
sesuatu atau digunakan se e
didasarkan atas suatu nilai atau lebih yang menentukan situasi yang

3 1 Ve
bernilai yang harus direalisasi.

NN o
Roeslan Saleh mengungkapkan ciri-ciri dari asas hukum, yai

i si . karena ia
1. Asas hukum adalah fundament dari sistem hukum

merupakan pikiran-pikiran dasar dari sistem hukum; ;
i : -undan
o Asas hukum besifat lebih umum daripada ketentuan umla‘ng ; ,::
B i EEEERERE
dan’ keputusan-keputusan merupakan penjabaran dari as

hukum;

Yogyalarta: Liberty,
- Thmhknn Mertokusuma, Penenian Fukum Setuak Penguntar, (YOgyi

: . i, hlm. 197
fulint Kedua, Cetakan Kedua, 2001), himn.5 Dalam Saeful Aschar, Ihid, him
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3. Asas hukum merupakan dasar dari sistem hukum *

Di samping istilah asas hukum, dalam kepustakaan-kepustakaan
hukum dikenal juga asas hukum umum, atau dalam bahasa Belanda
“algemene rechisbeginselen”. Menurut N.E. Algra dkk., yang dimaksud
dengan asas hukum umum adalah, dengan membuat beberapa

ketentuan induk tertentu yang tidak dapat dijabarkan lebih lanjut,
yaitu apa yang disebut asas hukum. #

Sudikno Mertokusumo membagi asas hukum menjadi dua yaitu :

Asas hukum umum jalah asas hukum yang berhubungan dengan
selurub bidang hukum, seperti asas retitution in fndegrum
{(Pengembalian kepada keadaan semula), asas ler posteriort derogat
legt priori (Undang-Undang yang berlaku kemudian membatalkan
undang-undang terdahulu, sejauh undang-undang itu mengatur
objek yang sama), asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar,

untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus (lain)
oleh hakim.

[

Asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit
seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya,
yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti
asas pacta sunt servanda (Perjanjian yang sudah disepakati berlaku

undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan), Asas
Konsensualisme, Asas Praduga Tak Bersalah.*

Asas hukum umum yang sangat terkenal diberikan oleh Paul
Scholten dalam tulisannya yang berjudul “Rechtsbeginselen™ ** Paul
Scholten menyimpulkan ada tiga pasang asas hukum sebagai berikut -

" Roeslan Saleh, Pembingan Cita Hukum dan penerapan Aras-Asar Hukum Nosional”
titlum Maalah "Hukum Nasional”, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen
Kehaliman, Nomar 1, 1995) him. 51-52 dalam Abdul Rachmad Budiono, Fengantar Iimu
Hlwkum, Op.Cit, him. 81.

" NE Algra dik, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia, (Binacipta,
Cetakan Pertama, 1983), him.27 Dalam Saeful Aschar, Op.Cir, hlm 204,

* Sudikno Mertolusumo, Op.Cir, hlm. 36.dalam Saeful Aschar, Op.Cit., hlm. 207,

** Notohamidjojo, Masalah: Keadilan, (Semarang: Tirta Amerta, 1871), hlm.gs

[r Rudyanti Doroten Tobing, 5.H., M.H. 17




T ——

t = ASPEK-ASPEK HUKUM BISNIS: Pengertian, Asas, Teori dan Praklis Bab II; ASAS HUKUM ¢

1. Kepribadian dan persekutuan (personallijkherd en gemmenchap);
2. Persamaan dan kewibawaan (gelijkheid en gezag);

s. Dua pasang ass hukum it bernaung di bawah dan dikuasai oleh
perbedaan antara baik dan jahat (de onderchetding van goed en kwaad).

Hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan
manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Inmngatur_
hubungan ini harus ada titik keseimbangan antara mzlnusnla sr_-baga!
pribadi dengan manusia sebagal anggota masyarakat. Perwujudan dari
asas-asas ini tersimpul pada asas kepribadian dan persekutuan terscbut.
# Secara asas diakui bahwa di hadapan hukum, seluruh manusia adalah
sama. Akan tetapi, hukum juga mengakui adanya perbedaan-perlbedaan
sebagai perwujudan dari singgungan-singgungan dalam ku_hmupnn
bermasyarakat. Hal ini terwujud pada asas persamaan dan ke\r'lbawuan.
Pada akhirnya dua keseimbangan dinilai dengan ]u.-l:!mkan dan
menyingkirikan kejahatan. Dalam hal ini hukum harus berpihak kepada
kebaikan.*

Menurut A, Hamid S. Attamimi, ada dua asas hukum yang perlu
diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,
yaitu ;

1. Asas hukum umum yang khusus memberikan pedoman dan
bimbingan bagi pembentukan isi perundang-undangan; dan
2. Asas hukum pembentukan perundang-undangan yang patut

memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan peraturan
ke dalam bentuk dan susunannya bag metode pembentukannya,

dan bagy proses pembentukannya.”

Dua asas tersebut di atas, bersama-sama memberikan pedoman da-
lam setiap pembentukan perundang-undangan. Asas hukum pem-

o Ahdul Rachmad Budieno, Penganiar Timu Hukum, Op. Cif, hlm, 96

bl (17" . .
n h; Hamid 5. Attamimi, Ferenan Keputusan Présiden ﬂepnblxl Indonezia Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi Pl‘ug'rllfl Doktor Hmu Hukum
Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta, 1990, hlm 304-206

L e Rudvanti Dorotes Tobing, H. MH.

bentukan perundangan-undangan dibagi menjadi dua hal yaitu : (1)
asas hukum yang bersifat formal dan (2) asas hukum yang bersifat
material. Asas hukum yang bersifat formal berkaitan dengan cara
pembentukan dan bentuk perundang-undangan, sedangkan asas
hukum yang bersifat material berkaitan dengan isi atau materi

perundang-undangan. Adapun asas hukum yang bersifat formal dan
bersifat material adalah ;

1) Asas hukum yang bersifat formal ialah - (a) tujuan yang jelas, (h)
perlunya aturan, (c) oran/lembaga yang tepat, (d) materi

muatan
yang tepat, (e) dapat dilaksanakan, dan (f) dapat dikenali,

(2) Asas hukum yang bersifat material ialal : {a} sesuai dengan cita hukum

dan norma fundamental negara, (b) sesuai dengan asas-asas negara

berdasar hukum, (¢) sesuai dengan hukum dasar negara, (d) sesuai
dengan asas-asas pemerintahan berdasarkan sistem konsitusi.*

Asas hukum dalam hukum positif di Indonesia tidak bisa diabaikan
terutama dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan,
Oleh karena itu, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan
mengandung asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
menentukan bahwa yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan

bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”
antara lain:

8. Dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman
tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana,dan asas praduga tak
bersalah;

b

Dalam hukum perdata, misalnya dalam hukum perjanjian, antara

lain, asas kesepakatan, asas kebebasan berkontrak, dan asas itikad
baik,

™ hid

B I idemntl Mssates Pakina, @& @6 5aas I
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Asas hukum mempunyai ¢ (dua) landasan vaitu 1) asas hulum itu

berakar dalam kenyataan masyarakat; dan @) nilai-nilai yang dipilih
sebagal pedoman oleh kehidupan bersama. Penyatuan faktor riil dan

diil hukum ini merupakan fungsi asas hukum. -

Menurut Smiths sebagaimana dikutip oleh Herlien Budiono, asas-

asas hukum berfungsi :

1. Asas hukumlah yang memberikan keterjalinan dari aturan hukum

yang tersebar;
ifungsikan untuk mencari pemecahan atas
utan

2. Asas hukum dapat d
h-masalah yang muncul dan membuka bidang-bidang lip

masla
ag-asas “etika”

masalah baru. Asas hukum juga menjustifikasikan as

yang merupakan substansi dari aturan-aturan hukum;

4 Asas-asas hukum dalam hal fungsi pertama dan kedua, apat

dipergunakan untuk “menulis ulang” bahan-bahan ajaran hulum

yang ada sedemikian sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap

persoalan-persoalan baru yang berkembang.™

Asas hukum merupakan dasar atau petunjuk arah dalam pembentu-
gan meta norma/ kaidah yaitu sesuatu
hukum. Asas hukum bukanlah
ada peraturan

kan norma hukum disebut den

yang ada di balik norma atau kaidah
an peraturan hukum. Namun demikian tidak

merupak
engamati atau memahami 4sas

hukum yang dapat dipahami tanpa m
hukum. Oleh karena itu, memahami siste
bisa hanya memahami peraturan hukum saja.

hukum hendak dibedakan dengan aturan hukum, maka
n adalah bahwa asas hukum merupiakan sesuatu

m hukum suatu negara tidak

Apabila asas

yang harus dikedepanka
kan aturan hukum merupakan sesuatu yang

yang abstrak, sedang
lingkup) asas

konkret dan bersilat khusus. Kemudian cakupan (ruang

hukum yang lebih luas daripada aturan hukum. Asas hukum tidak

w Syudiking Mertolusumo, O Cil, hlm. 7
w Merlien Budiono, A Neseimbangan Bagi Hukum
Ciers Aditys Bakti, 2006), hlm. 82 dalam Lalu Husni, Op.Cit, him, 153

Perpangian Imdaneind, {Bandung
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da iterapk iti
pat diterapkan terhadap persitiwa konkret. la hanya dapat diterapk
erapkan

secara tidak |
ak langsung dalam suatu penemuan hukum (rechstvinding). *
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Norma berasal dari kata nomos yang berarti nilai, sedanghkan kaidah
(qordah) berarti ukuran atau nilai pengukur.® Ada bermacam-macam

i i ma
norma yaitu: (1) norma agama; (2) norma kesusilaan; (8) mor

kesopanan; dan (4) norma hukum, Norma yang dikaji dalam disertasi

ini adalah norma hukum. Isi norma hukum ditujukan lu:paci.a sik:p
lahir manusia, Norma hukum mengutamakan perbuatan lahir, Pada
dasarnya segala sesuatu yang ada di batin atau segala sesuatu j,ran;gi
dipikirkan oleh manusia tidak menjadi persoalan, asalkan yang tampa
{perbuatan lahirnya), tidak melanggar norma hukum.

Asas hukum merupakan dasar atau petunjuk arah da‘..am perln-—
bentukan norma hukum yang disebut dengan meta norma/ kaidah yaitu

sesuatu yang ada di balik norma atau kaidah hukum, *Asas hukum

bukan merupakan peraturan hukum, namup demikian tidak ada

peraturan hukum yang dapat dipahami tanpa mengamati atau

memahami asas hukum. Oleh karena itu, memahami sistem hulkum sua‘tu_
negara tidak bisa hanya memahami peraturan hukum saja. Uraian ini
menunjukkan bahwa asas hukum berbeda dengan norma hukum yang

terwujud dalam peraturan hukum. Teori hukum pun mengakui

am
perbedaan antara asas hukum dengan norma hukum.
Asas hukum sifatnya umum dan sangat luas sedangkan norma

hukum sifatnya konkrit. Asas hukum memiliki warna sedanglkan norma

' ! i norma
sudah membayang warnsa, dari norma itu diturunkan pada

hukum. Asas hulkum memiliki sifat abstrak, asas hukum bukan norma

yang konkrit melainkan latar belakang peraturan yang kauhr:; ;‘:si‘iﬁ
sifatnya konkrit,
hukum adalah jiwa suatu norma tau peraturas yang sifatnya kon

Asas hukum sifatnya abstrak merupakan jiwa norma hukum bahkan

h dari norma hukum yang sifatnya

ebutnya sebagai ro :
ada yang meny Y abadi dan tidak akan mati,

konkrit, karena itu asas hukum sifatnya
| agal peraturan
porms hukuni atau peraturan perundang-undangan sebagal pe

* Hhid
i ., hlm.g 16
Nrebndh i, OpCit, hlm, 10, Thed, : ]
:?muil-::‘“mh, ﬂf.t_'lf_ hlm. 128 dalam Sueful Aschar, OpCit, hlm. 226

Bab Il: ASAS HUKUM E \

yang konkrit dapat mati dan tidak berlaku lagi tetapi asas yang
terkandung di dalamnya akan tetap hidup di luar norma hukum.*

Teori hukum mengenal adanya perbedaan antara asas hukum
dengan norma atau kaidah hukum yang diuraikan yaitu :

1. Asas hukum bersifat umum, sedangkan norma hukum bersifat

khusus. Asas hukum sebagai norma hukum yang bersifat umum
hanya memberikan suatu ukuran nilai. Ukuran nilai ini baru dalam
norma perilaku sebagai kaidah hukum yang khusus memperoleh
bentuk yang sedemikian rupa, sehingga memunculkan pedoman
yang jelas bagi perbuatan.* Contoh yang diuraikan ini adalah
peneguhan hak dan pembebanan kewajiban. Pembedaan inilah yang
paling banyak dikedepankan oleh para teoritikus hukum, w&!aupuﬁ
perbedaan ini tidak lebih menonjol daripada perbedaan lainnya;

Asas hukum hanya dapat diterapkan secara tidak langsung, yaitu
menjalankan pengaruh pada penafsiran terhadap aturan hukum.
Aturan-aturan hukum terbentuk karena pembentuk undang-undang
dalam mengambil keputusannya memperhatikan berbagai asas
hukum. Sementara itu peraturan hukum (rechtsregel) mempunyai
151 jaub lebih konkrit dibandingkan dengan asas hukum. Hal ini

membawa akibat bahwa peraturan hukum seperti ini dapat
diterapkan secara langsung;

Asas hukum tidak bisa kehilangan keberlakuannya, sedanghkan
peraturan hukum dapat kehilangan keberlakuannya. Perbedaan ini
terutama didukung oleh Paul Scholten® Dapat terjadi seperti ini
karena peraturan hukum keberlakuannya bertumpu pada kewibawa-
an pembentuk undang-undang atau hakim. Pada saat otoritas yang
menjadi tumpuan ini tiada, maka hilang pula keberlakuan itu, Hal
ini tidak mungkin terjadi pada asas hukum. Bruggink berpendapat

" Ladu Husni, Op.Cet, hlm. 146 dalam Saeful Aschar, T,

e L. Bruggink, Op.Cit, hlm. 123 dalam Abdul Rachmad Budiono, Op.Cit., hilm. 50,
i,

% i, Wim. 125, Ihid Hlm. 51, Ibid, him.g27

O Rudyanti Dorotea Tobing, S H., M.H, 2
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bahwa sesungguhnya asas hukum pun dapat kehilangan keber-
lakuannya.* Hal ini dapat terjadi pada saat ukuran nilai berubah,
maka asas hukum juga berubah mengikuti perubahan nilai tersebut;

4. Asas hukum tidak memilki sifat "semua atau tidak sama sekali”
terhadap kejadian atau peristiwa yang sama dapat diterapkan
berbagai asas hukum yang semuanya memainkan peranan pada
interpretasi aturan-aturan yang dapat diterapkan. Sedangkan norma
hukum memilki sifat “semua atau tidak sama sekali” maksudnya
untuk setiap kejadian hanya terdapat satu aturan hulkum yang dapat
diterapkan, yang menutup pintu bagi aturan hukum yang lain;

5. Asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung dalam peristiwa
konkrit, ia hanya dapat diterapkan secara tidak langsung melalui
penemuan hukum (rechisvinding). Sementara norma hukum dapat

diterapkan secara langsung dalam peristiwa konkrit. '

Asas hukum adalah sejenis meta-kaidah berkenaan dengan kaidah-
kaidah perilaku. Asas hukum itu di satu pihak memilki suatu sifat yang
berbeda dari kaidah perilaku, karena sebagai kaidah penilaian berada
pada landasan dari kaidah-kaidah perilaku dan dalam interpretasi
aturan-aturan hukum turut menentukan wilayah penerapan aturan-
aturan. Itu sebabnya asas hukum itu disebut meta-kaidah. Jadi asas
hukum dan kaidah perilaku adalah berbeda, tetapi perbedaan itu hanya

graduul saja.'*

= fhid Him. 126, Thid
* Lalu Husni, Op.Cit., hlm. 147, Thid, him.228
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ASAS DEMOKRASI EKONOMI DALAM
SISTEM EKONOMI INDONESIA

A. Asas Demokrasi Ekonomi
nomi Se $ -
Indonesia bagai Landasan Sistem Ekonomi

Se_;ak pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia telah

bangk (rasi i
' ngkan paham demokrasi sebagai pengakuan bahwa rakyatlah

P 1 r 5 = it o I -
nemegang kedaulatan. Hal ini ditunjukkan dari proklamasi s
Yang menggunakan kalimat

mMENgem-

kemerdekaan
T aT.na nama bangsa Indonesia, Seluruh per-
et m UUD 1945 dilandasi oleh semangat dan jiwe

krasi. Penyusunan UUD 1945 dilakukan secara ety

sertakan se S .

e mua gﬂ!n‘ngun dan kepentingan dalam masyarakat. Bahwa
daulatan adalah di tangan rakyat pada pasal pertama UUD 1945
merupakan pernyataan hakikat demokrasi negara.' 5

De ] .
mokrasi juga dianggap sebagai wahana untuk mendekatkan

" Cornelis Rintub dan Miar, Kelembaguan dan Ekonom:

\‘l!hjl'.hn.l;“_ 2005), hlm, 76 "d*:!"‘”' {?UK}‘"kﬂrlt BPFE
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